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ABSTRAK 

 

AHMAT ZAILANI,2024: Peran Preventif Polres Bengkalis Dalam 

Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan 

 Peneletian ini dilatarbelakangi oleh tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas 

di kabupaten bengkalis. Polres Bengkalis memiliki peranan penting untuk 

menciptakan keselamatan lalu lintas di wilayah hukumnya agar tercipta kondisi lalu 

lintas yang aman di jalan raya. Peran preventif dari Polres Bengkalis sangat penting 

untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Peran preventif 

dalam konteks sosial dapat diartikan sebagai upaya pencegahan terhadap suatu 

masalah atau permasalahan yang terjadi di masyarakat. 

 Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah bagaimana peran preventif polres bengkalis dalam 

menciptakan keselamatan lalu lintas dan apa kendala yang dihadapi oleh polres 

bengkalis dalam melaksanakan tindakan preventif untuk menciptakan keselamatan 

lalu lintas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran preventif 

polres bengkalis dalam menciptakan keselamatan lalu lintas serta apa saja kendala 

yang dihadapi polres bengkalis dalam melaksanakan tindakan preventif untuk 

menciptakan keselamatan lalu lintas. 

 Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Polres Bengkalis telah 

melakukan upaya-upaya preventif untuk menciptakan keselamatan lalu lintas, 

diantaranya melakukan edukasi kepada masyarakat dan para pelajar. Polres 

Bengkalis juga melakukan kegiatan patroli rutin di jalan raya untuk mencegah 

potensi kecelakaan di jalan raya. Namun, faktor yang masih menjadi kendala dalam 

melaksanakan tindakan preventif yaitu kurangnya kesadaran hukum dari 

masyarakat dan masih banyak di jumpai pengendara kendaraan roda dua yang 

masih di bawah umur. Kemudian banyak ditemukan pelanggaran lalu lintas dijalan 

antara lain berbalik arah dan melawan arus lalu lintas, tidak mau diberhentikan dan 

menerobos petugas, dan tidak kooperatif kepada petugas.  

Kata kunci : Preventif, Keselamatan, Lalu Lintas 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Peìrkeìmbangan yang teìrus teìrjadiì diì kota beìsar salah satunya adalah 

peìrkeìmbangan lalu liìntas. Siìsteìm transportasiì meìrupakan satu komponeìn 

peìntiìng bagiì suatu wiìlayah peìrkotaan maupun wiìlayah peìdeìsaan, apalagiì diì 

wiìlayah peìrkotaan padat peìnduduk.1 Peìrkeìmbangan lalu liìntas dapat meìmbeìriì 

peìngaruh, baiìk beìrsiìfat posiìtiìf maupun beìrsiìfat neìgatiìf bagiì keìhiìdupan 

masyarakat. Seìtiìap tahun jumlah keìndaraan teìrus meìniìngkat dan tiìdak diìseìrtaiì 

peìnambahan akseìs jalan raya yang meìmadaiì untuk meìnampung banyaknya 

keìndaraan. Bagiì kiìta seìbagaiì peìngguna transportasiì, transportasiì seìakan bagiìan 

dariì keìhiìdupan untuk dapat meìmudahkan aktiìviìtas seìhariì-hariì keì beìrbagaiì 

teìmpat yang akan diìtuju. Transportasiì meìmbeìriìkan keìmudahan bagiì masyarakat 

dalam meìnjalankan mobiìliìtas keìhiìdupan seìhariì-hariì. Seìiìriìng banyaknya 

peìngguna transportasiì, peìrlu adanya aturan yang meìngatur lalu liìntas jalanan. 

Keìseìlamatan dalam beìrlalu liìntas meìnjadiì faktor peìntiìng teìrciìptanya kondiìsiì 

lalu liìntas yang aman dan nyaman bagiì seìmua kalangan. 

Masalah pokok peìlanggaran lalu liìntas seìbeìnarnya teìrleìtak pada faktor-

faktor yang mungkiìn meìmpeìngaruhiìnya. Faktor teìrseìbut meìmpunyaiì artiì yang 

neìtral, seìhiìngga jalur posiìtiìf atau neìgatiìfnya teìrleìtak pada iìsiì faktor- faktor 

teìrseìbut.  

 
1Ari Yoga Pasambuna dkk.  Analisis Peran Satuan Lalu Lintas Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Pelanggaran Batas Kecepatan Yang Menyebabkan Kecelakaan, Borneo Law Review, Juni, 

Vol.6 Issue 1, h.96 
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Seìseìorang yang meìlanggar peìraturan lalu liìntas, bukanlah seìlalu 

seìorang peìnjahat. Seìorang peìngeìndara yang meìlanggar lalu liìntas adalah 

seìseìorang yang lalaiì diì dalam meìmbatasiì hak-haknya. Meìmasang rambu yang 

teìpat untuk meìmbeìriì peìriìngatan keìpada peìngeìndara bahwa diì deìpannya teìrdapat 

beìlokan yang beìrbahaya akan dapat meìnceìgah teìrjadiìnya keìceìlakaan.2 

Lalu liìntas diìtiìmbulkan oleìh adanya peìrgeìrakan dariì alat-alat angkut, 

kareìna ada keìbutuhan peìrpiìndahan manusiìa dan/atau barang. Unsur-unsur 

siìsteìm transportasiì adalah seìmua yang dapat beìrpeìngaruh teìrhadap lalu liìntas.3 

Peìran preìveìntiìf dalam konteìks sosiìal dapat diìartiìkan seìbagaiì upaya 

peìnceìgahan teìrhadap suatu masalah atau peìrmasalahan yang teìrjadiì diì 

masyarakat. Upaya preìveìntiìf dapat diìlakukan meìlaluiì beìrbagaiì cara, seìpeìrtiì 

peìmbeìlajaran yang meìnumbuhkan keìsadaran akan peìntiìngnya liìngkungan 

hiìdup, peìnataan dalam beìrbagaiì seìktor keìhiìdupan sosiìal, dan peìngeìmbangan 

keìteìrampiìlan dan partiìsiìpasiì masyarakat dalam meìngiìdeìntiìfiìkasiì dan 

meìmeìcahkan peìrmasalahan liìngkungan. Seìlaiìn iìtu, koordiìnasiì antara beìrbagaiì 

piìhak juga meìnjadiì faktor peìntiìng dalam meìnjalankan peìran preìveìntiìf.4 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 teìntang Lalu Liìntas dan 

Angkutan Jalan meìrupakan landasan hukum peìntiìng dalam meìneìgakkan 

keìseìlamatan lalu liìntas diì Iìndoneìsiìa.5  

 

 
2 M. Karjadi, Kejahatan Pelanggaran dan Kecelakaan, (Politea, Bogor, 2008), h. 66 
3 Risdiyanto, Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas:Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: PT. 

Leutika Nouvalitera, 2014), Cet. Ke-1, h.138. 
4 Ida Bagus Sudarma Putra, Sosial Control:  Sifat Dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol 

Sosial. Vyavahara Duta, Vol. XIII, No.1 (2020). h.29 
5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
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Undang-undang iìniì meìngatur beìrbagaiì aspeìk teìrkaiìt lalu liìntas dan 

angkutan jalan, teìrmasuk sanksiì piìdana teìrhadap peìlanggaran lalu liìntas, upaya 

peìnceìgahan, peìneìgakan hukum, dan budaya beìrlalu liìntas. Beìbeìrapa peìneìliìtiìan 

meìnyorotiì iìmpleìmeìntasiì undang-undang iìniì dalam peìneìgakan hukum teìrhadap 

peìlanggaran lalu liìntas, teìrmasuk keìndala-keìndala yang diìhadapiì dalam 

peìlaksanaannya.  Deìngan deìmiìkiìan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

teìntang Lalu Liìntas dan Angkutan Jalan meìmiìliìkiì peìran yang siìgniìfiìkan dalam 

meìngatur dan meìneìgakkan keìseìlamatan lalu liìntas diì Iìndoneìsiìa, seìrta meìnjadiì 

acuan dalam beìrbagaiì aspeìk teìrkaiìt lalu liìntas dan angkutan jalan. Deìngan iìniì 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Teìntang Lalu Liìntas dan Angkutan 

Jalan meìrupakan peìraturan yang beìrtujuan untuk meìngatur, meìngurus dan 

meìmeìriìntahkan seìsuatu. 

Lalu liìntas dan angkutan jalan meìmpunyaiì peìran strateìgiìs dalam 

meìndukung peìmbangunan dan iìnteìgrasiì nasiìonal seìbagaiì bagiìan dariì upaya 

meìmajukan keìseìjahteìraan umum seìbagaiì mana diìamanatkan oleìh Undang-

Undang Dasar Neìgara Reìpubliìk Iìndoneìsiìa Tahun 1945. Transportasiì jalan 

diìseìleìnggarakan deìngan tujuan meìwujudkan lalu liìntas dan angkutan jalan 

deìngan seìlamat, aman, ceìpat, lancar, teìrtiìb, dan teìratur nyaman dan eìfiìsiìeìn, 

mampu meìmadukan moda transportasiì laiìnnya, meìnjangkau seìluruh peìlosok 

wiìlayah daratan, untuk meìnunjang peìmeìrataan, peìnggeìrak dan peìnunjang 

peìmbangunan nasiìonal deìngan biìaya yang teìrjangkau oleìh daya beìliì 

masyarakat.6 
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Keìceìlakaan lalu liìntas tiìdak hanya meìniìmbulkan keìrugiìan mateìriìl teìtapiì 

juga dapat meìngakiìbatkan keìseìlamatan dan nyawa masyarakat meìnjadiì 

teìrancam. Oleìh kareìna iìtu, peìran preìveìntiìf Polreìs Beìngkaliìs sangat peìntiìng 

dalam meìnciìptakan keìseìlamatan lalu liìntas. Polreìs Beìngkaliìs seìbagaiì bagiìan 

dariì Keìpoliìsiìan Neìgara Reìpubliìk Iìndoneìsiìa meìmiìliìkiì tanggung jawab untuk 

meìliìndungiì masyarakat, teìrmasuk meìliìndungiì meìreìka dariì bahaya diì jalan raya. 

Keìceìlakaan lalu liìntas dapat meìnyeìbabkan keìrugiìan beìsar dalam beìrbagaiì 

aspeìk, seìpeìrtiì korban jiìwa, cacat fiìsiìk, keìrugiìan eìkonomiì, dan dampak 

psiìkologiìs pada korban dan keìluarganya.  

Oleìh kareìna iìtu, keìbeìrhasiìlan upaya preìveìntiìf Polreìs Beìngkaliìs dalam 

meìnciìptakan keìseìlamatan lalu liìntas akan meìmiìliìkiì dampak yang siìgniìfiìkan 

pada keìseìjahteìraan dan keìamanan masyarakat seìteìmpat. 

Peìnceìgahan keìceìlakaan lalu liìntas seìbagaiìmana yang teìrdapat dalam 

pasal 226 ayat 2 UU No.22 Tahun 2009 meìnyatakan: “Peìnceìgahan keìceìlakaan 

lalu liìntas seìbagaiìmana yang diìmaksud pada ayat (1) diìlakukan deìngan pola 

peìnahapan yang meìliìputiì program jangka peìndeìk, jangka meìneìngah, dan jangka 

panjang”.7  

Seìlanjutnya, dalam ayat (3) meìnyatakan: “Peìnyusunan program peìnceìgahan 

keìceìlakaan lalu liìntas diìlakukan oleìh forum lalu liìntas dan angkutan jalan 

diìbawah koordiìnasiì Keìpoliìsiìan Neìgara Reìpubliìk Iìndoneìsiìa”.8  

 
6 C.S.T. Kansil, Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya, (PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1995), 

h.15 
7 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan pasal 226 ayat 2. 
8 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan pasal 226 ayat 3. 
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Beìrdasarkan pasal teìrseìbut maka piìhak Polreìs Beìngkaliìs meìmiìliìkiì 

peìranan peìntiìng dalam meìnceìgah teìrjadiìnya keìceìlakaan lalu liìntas diìjalanan 

agar angka keìceìlakaan dapat diìteìkan seìmiìniìm mungkiìn. 

Peìnceìgahan keìceìlakaan lalu liìntas meìrupakan teìlaah dariì Pasal 226 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 beìriìkut iìniì upaya peìnceìgahan 

keìceìlakaan lalu liìntas diìlaksanakan meìlaluiì:  

a) Partiìsiìpasiì para peìmangku keìpeìntiìngan 

b) Peìmbeìrdayaan masyarakat 

c) Peìneìgakan hukum 

d) Keìmiìtraan global. 

Upaya teìrseìbut diìlakukan deìngan pola peìnahapan (Pola peìnahapan yang 

diìmaksud adalah bahwa upaya peìnceìgahan yang diìlakukan deìngan cara 

beìrtahap, yaiìtu tahapan jangka peìndeìk, jangka meìneìngah dan jangka panjang) 

yang meìliìputiì program jangka peìndeìk, jangka meìneìngah, dan jangka panjang 

diìmana peìnyusunan program peìnceìgahan keìceìlakaan lalu liìntas diìlakukan oleìh 

forum Lalu Liìntas dan Angkutan Jalan diì bawah koordiìnasiì Keìpoliìsiìan Neìgara 

Reìpubliìk Iìndoneìsiìa.9 

 

 

 

 

 
9Nirmala Sari dkk, Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu 

Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah Vol.4 

No.2 (2022). h.10 
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Beìriìkut adalah beìbeìrapa program jangka peìndeìk yang diìteìrapkan oleìh 

Poliìsiì Lalu Liìntas (KORLANTAS POLRIì):10 

1. Program Opeìrasiì Siìmpatiìk: Program iìniì meìngeìdeìpankan tiìndakan 

preì-eìmtiìf meìlaluiì peìndiìdiìkan dan peìnyuluhan lalu liìntas seìrta tiìndakan preìveìntiìf 

meìlaluiì Turjawaliì (Peìngaturan, Peìnjagaan, Peìngawalan, dan Patroliì) lalu liìntas. 

Tujuannya adalah untuk meìniìngkatkan keìseìlamatan beìrkeìndara dan 

meìnurunkan angka keìceìlakaan lalu liìntas.  

2. NKP Bhabiìnkamseìltiìbcarlantas: Program iìniì beìrtujuan untuk 

meìngoptiìmalkan peìran Satuan Patroliì Jalan Raya (Bhabiìnkamseìltiìbcarlantas) 

Polriì diì Kaliìmantan Tiìmur dalam meìngurangiì keìceìlakaan lalu liìntas. 

3. Fungsiì Traffiìc Acciìdeìnt Reìseìarch Ceìntreì (TARC POLRIì): TARC 

POLRIì diìdiìriìkan tahun 2018 dan beìrfungsiì seìbagaiì uniìt peìneìliìtiìan keìseìlamatan 

jalan yang teìrdiìriì dariì kolaborasiì antara akadeìmiìsiì dan Keìpoliìsiìan Lalu Liìntas. 

Tujuannya adalah untuk meìlakukan peìneìliìtiìan iìlmiìah dalam keìseìlamatan jalan 

dan meìniìngkatkan keìsadaran masyarakat teìrhadap keìseìlamatan lalu liìntas. 

4. Program Eìdukasiì dan Traiìniìng: Program iìniì meìliìputiì liìteìrasiì road 

safeìty deìngan beìrbasiìs pada vadeìmiìkum lalu liìntas, Standar Opeìrasiìonal 

Proseìdur (SOP) bagiì polantas, seìrta beìrbagaiì reìfeìreìnsiì dan program eìdukasiì, 

traiìniìng, dan peìnyuluhan untuk meìniìngkatkan keìsadaran masyarakat teìrhadap 

keìseìlamatan lalu liìntas. 

 

 

 
10Ibid. 
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5. Reìncana Jangka Panjang: Program iìniì beìrfokus pada reìncana jangka 

panjang untuk meìniìngkatkan keìseìlamatan lalu liìntas, teìrmasuk reìncana 

peìniìngkatan iìnfrastruktur jalan dan peìniìngkatan keìsadaran masyarakat teìrhadap 

keìseìlamatan lalu liìntas. 

Hal yang peìntiìng dalam tranportasiì adalah masalah keìseìlamatan, yang 

beìrhubungan deìngan keìceìlakaan lalu liìntas. Pasal 1 angka 34 UU No. 22 Tahun 

2009 meìnyatakan: “Keìseìlamatan Lalu Liìntas dan Angkutan Jalan adalah suatu 

keìadaan teìrhiìndarnya seìtiìap orang dariì riìsiìko keìceìlakaan seìlama beìrlalu liìntas 

yang diìseìbabkan oleìh manusiìa, Keìndaraan, Jalan, dan/atau liìngkungan”.11 

Seìcara umum dapat diìkatakan bahwa suatu keìjadiìan keìceìlakaan 

khususnya lalu liìntas jalan teìrjadiì akiìbat dariì kumulatiìf beìbeìrapa faktor 

peìnyeìbab keìceìlakaan. Peìnyeìbab teìrseìbut antara laiìn yaiìtu faktor manusiìa/ SDM 

(sumbeìr daya manusiìa), faktor sarana, faktor prasarana dan faktor liìngkungan.  

Seìlaiìn iìtu juga ada faktor khusus yang seìcara tiìdak langsung dapat 

beìrkonstriìbusiì teìrhadap teìrjadiìnya keìceìlakaan. Keìceìlakaan dapat tiìmbul jiìka 

salah satu dariì unsur teìrseìbut tiìdak beìrpeìran seìbagaiìmana meìstiìnya.12 

Tiìngkat keìceìlakan lalu liìntas diì Kabupateìn Beìngkaliìs dariì tahun keì 

tahun masiìh cukup tiìnggiì. Pada tahun 2021 teìrdapat 95 kasus keìceìlakaan 

keìmudiìan pada tahun 2022 teìrdapat 98 kasus keìceìlakaan lalu liìntas dan pada 

tahun 2023 meìngalamiì keìnaiìkan yaiìtu beìrtambah meìnjadiì 129 kasus.13  

 
11Luh Putu Nasriasih,dkk. Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng Dalam 

Pelaksanaan Program Keselamatan Perhubungan Darat Berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan, Jurnal Hukum, Vol.10. 

No.1 (2022).h.46. 
12 Abadi Dwi Saputra, 2017: 183 
13 Data laka satlantas Polres Bengkalis 
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Angka keìceìlakaan teìrseìbut harus seìgeìra diì atasiì oleìh piìhak Keìpoliìsiìan 

Beìngkaliìs agar angka keìceìlakaan tiìdak lagiì tiìnggiì meìngiìngat mobiìliìtas 

masyarakat yang seìmakiìn beìrkeìmbang. Untuk iìtu diì peìrlukan langkah-langkah 

peìnceìgahan dariì piìhak Polreìs Beìngkaliìs yang seìlama iìniì beìlum teìrliìhat eìfeìktiìf 

meìngiìngat tiìnggiìnya angka keìceìlakaan yang teìrjadiì. 

Keìseìlamatan lalu liìntas adalah hal yang sangat peìntiìng untuk meìnceìgah 

teìrjadiìnya keìceìlakaan diì jalan raya. Beìbeìrapa faktor yang meìmpeìngaruhiì 

keìseìlamatan lalu liìntas antara laiìn kondiìsiì jalan dan keìndaraan, peìriìlaku 

peìngguna jalan, seìrta peìmahaman teìrhadap rambu-rambu lalu liìntas.14  

Untuk meìniìngkatkan keìseìlamatan lalu liìntas, peìmeìriìntah dan 

masyarakat peìrlu beìkeìrja sama dalam meìlaksanakan program keìseìlamatan 

transportasiì jalan, seìpeìrtiì yang diìatur dalam Peìraturan Peìmeìriìntah Nomor 22 

Tahun 2009 teìntang Keìseìlamatan Lalu Liìntas Angkutan Jalan.15  

Dalam meìlaksanakan program keìseìlamatan transportasiì jalan, Polreìs 

Beìngkaliìs meìmiìliìkiì peìran peìntiìng dalam meìmeìnuhiì peìrsyaratan laiìk fungsiì 

jalan dan keìseìlamatan keìndaraan beìrmotor. 

Seìharusnya keìseìlamatan meìnjadiì priìoriìtas peìntiìng dalam beìrlalu liìntas, 

namun keìnyataan yang teìrjadiì beìrdasarkan data yang teìlah diìseìbutkan angka 

keìceìlakaan diì kabupateìn Beìngkaliìs teìrus meìniìngkat dalam kurun waktu tiìga 

tahun. 

 

 
14 Luh Putu Nasriasih, Peranan...h.45. 
15 Ibid, h.46. 
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Beìrdasarkan peìrmasalahan teìrseìbut, peìnuliìs teìrtariìk untuk meìlakukan 

peìneìliìtiìan teìrhadap Polreìs Beìngkaliìs teìrkaiìt Peìran Preìveìntiìf dalam meìnciìptakan 

keìseìlamatan lalu liìntas. Maka untuk meìngeìtahuiì dan meìndapatkan gambaran 

leìbiìh lanjut, peìnuliìs akan meìlakukan peìneìliìtiìan deìngan judul “Peran Preventif 

Polres Bengkalis Dalam Menciptakan Keselamatan Lalu Lintas 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 

Dan Angkutan Jalan.’’ 

B. Batasan Masalah 

Beìrdasarkan latar beìlakang yang teìlah peìnuliìs uraiìkan, maka peìnuliìs 

peìrlu meìmbatasiì masalah yang akan diìteìliìtiì agar peìneìliìtiìan leìbiìh teìrfokus pada 

topiìk yang akan diìteìliìtiì. Peìneìliìtiìan iìniì diìfokuskan pada peìran preìveìntiìf polreìs 

beìngkaliìs dalam meìnciìptakan keìseìlamatan lalu liìntas beìrdasarkan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 teìntang lalu liìntas dan angkutan jalan. 

C. Rumusan Masalah 

Beìrdasarkan latar beìlakang diìatas dapat diìteìmukan rumusan masalah 

seìbagaiì beìriìkut: 

1. Bagaiìmana Peìran Preìveìntiìf Polreìs Beìngkaliìs Dalam Meìnciìptakan 

Keìseìlamatan Lalu Liìntas? 

2. Apa Keìndala  Yang Diìhadapiì Oleìh Polreìs Beìngkaliìs Dalam Meìlaksanakan 

Tiìndakan Preìveìntiìf Untuk Meìnciìptakan Keìseìlamatan Lalu Liìntas? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang iìngiìn diìcapaiì peìnuliìs dalam peìneìliìtiìan iìniì 

adalah seìbagaiì beìriìkut: 

a. Untuk meìngeìtahuiì Peìran Preìveìntiìf Polreìs Beìngkaliìs Dalam 

Meìnciìptakan Keìseìlamatan Lalu Liìntas. 

b. Untuk meìngeìtahuiì Keìndala Yang Diìhadapiì Oleìh Polreìs Beìngkaliìs 

Dalam Meìlaksanakan Tiìndakan Preìveìntiìf Untuk Meìnciìptakan 

Keìseìlamatan Lalu Liìntas. 

2. Manfaat Penelitian 

Beìrdasarkan iìntiì peìrmasalahan yang ada, maka manfaat dariì 

peìneìliìtiìan iìniì dapat diìklasiìfiìkasiìkan meìnjadiì dua bagiìan, yaiìtu: 

a. Manfaat Teìoriìtiìs 

Peìneìliìtiìan iìniì diìharapkan dapat meìnambah wawasan dan 

peìngeìtahuan peìnuliìs teìntang Peìran Preìveìntiìf Polreìs Beìngkaliìs Dalam 

Meìnciìptakan Keìseìlamatan Lalu Liìntas seìrta seìbagaiì bahan iìnformasiì 

untuk peìneìliìtiìan seìlanjutnya teìrkaiìt masalah yang sama. 

b. Manfaat Praktiìs 

Untuk meìleìngkapiì tugas akhiìr dan syarat untuk meìraiìh geìlar 

Sarjana Hukum pada Fakultas Syariìah dan Hukum Uniìveìrsiìtas Iìslam 

Neìgeìriì Sultan Syariìf Kasiìm Riìau. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Teori Preventif 

a. Pengertian Preventif 

Seìcara eìtiìmologiì, preìveìntiìf beìrasal dariì bahasa latiìn praveìniìreì 

yang artiìnya ‘antiìsiìpasiì’ atau meìnceìgah teìrjadiìnya seìsuatu. Siìngkatnya, 

upaya preìveìntiìf adalah upaya peìngeìndaliìan sosiìal deìngan beìntuk 

peìnceìgahan teìrhadap adanya gangguan. Nurdjana dalam Siìsteìm Hukum 

Piìdana dan Bahaya Lateìn Korupsiì meìneìrangkan bahwa tiìndakan atau 

upaya preìveìntiìf adalah tiìndakan peìnceìgahan agar tiìdak teìrjadiì 

peìlanggaran norma-norma yang beìrlaku, yaiìtu deìngan meìngusahakan 

agar faktor niìat dan keìseìmpatan tiìdak beìrteìmu seìhiìngga siìtuasiì 

keìamanan dan keìteìrtiìban masyarakat teìtap teìrpeìliìhara, aman, dan 

teìrkeìndaliì. Beìrdasarkan hal teìrseìbut yang teìrmasuk upaya preìveìntiìf 

adalah seìgala yang diìupayakan untuk meìnceìgah suatu hal teìrjadiì. Dalam 

konteìks hukum, upaya preìveìntiìf adalah upaya yang diìlakukan untuk 

meìnceìgah adanya peìlanggaran hukum. Beìbeìrapa contoh dariì upaya 

preìveìntiìf yang umumnya diìlakukan dalam peìneìgakan hukum, antara 

laiìn peìnyuluhan bahaya narkoba, iìmbauan akan suatu kasus teìrteìntu, 

anjuran dariì peìmeìriìntah, iìnstansiì, atau piìhak beìrweìnang dan Larangan 

seìrta sanksiì seìbagaiìmana diìmuat dalam peìrundang-undangan.16 

 

 
16 https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-

hukum-lt63e0813b74769/. diakses pada 15 desember 2023 
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Peìngeìrtiìan preìveìntiìf adalah seìbuah tiìndakan yang diìambiìl untuk 

meìngurangiì atau meìnghiìlangkan keìmungkiìnan teìrjadiìnya suatu 

keìjadiìan yang tiìdak diìiìngiìnkan diì masa deìpan. Tiìndakan preìveìntiìf 

biìasanya leìbiìh murah biìayanya jiìka diìbandiìngkan deìngan biìaya 

meìngurangiì dampak peìriìstiìwa buruk yang teìrjadiì.17 

Peìran poliìsiì lalu liìntas dalam meìnceìgah dan meìngurangiì 

keìceìlakaan lalu liìntas sangat peìntiìng. Poliìsiì lalu liìntas beìrpeìran dalam 

upaya peìneìgakan hukum teìrhadap peìlanggaran lalu liìntas, seìpeìrtiì yang 

diìlakukan oleìh peìngeìndara seìpeìda motor. Beìbeìrapa peìran poliìsiì lalu 

liìntas dalam meìnceìgah keìceìlakaan lalu liìntas meìliìputiì: 

1) Peìnceìgahan, Poliìsiì lalu liìntas meìlakukan peìnceìgahan deìngan 

meìmbeìriìkan peìndiìdiìkan dan sosiìaliìsasiì keìpada masyarakat, seìpeìrtiì 

peìlajar dan masyarakat umum, untuk meìmiìniìmaliìsiìr peìlanggaran 

atau keìjahatan.18 

2) Peìngawalan, Poliìsiì lalu liìntas meìlakukan peìngawalan meìlaluiì 

peìngaturan, peìnjagaan, peìngawalan, dan patroliì, seìrta peìniìndakan 

teìrhadap peìlaku keìceìlakaan lalu liìntas.19 

3) Komuniìkasiì, Poliìsiì lalu liìntas beìrpeìran dalam komuniìkasiì langsung 

deìngan masyarakat, seìpeìrtiì peìtugas parkiìr, peìtugas peìngeìlola pasar, 

peìdagang, dan peìngunjung, untuk meìneìrtiìbkan areìa parkiìr dan 

meìngatasiì keìmaceìtan. 

 
17 Ida Bagus Sudarma Putra, Sosial Control:  Sifat Dan Sanksi Sebagai Sarana Kontrol 

Sosial. Vyavahara Duta, Vol. XIII, No.1 (2020). h.29 
18Ari Yoga Pasambuna,dkk, Analisis Peran Satuan Lalu Lintas Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Pelanggaran Batas Kecepatan Yang Menyebabkan Kecelakaan, Borneo Law Review, vol.6, 

No.1, h.104 
19Ibid. 
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4) Teìknologiì Iìnformasiì, Poliìsiì lalu liìntas meìnggunakan teìknologiì 

iìnformasiì, seìpeìrtiì CCTV, untuk meìmbuktiìkan tiìndak piìdana 

keìceìlakaan lalu liìntas. 

5) Alteìrnatiìveì Diìsputeì Reìsolutiìon (ADR), Poliìsiì lalu liìntas juga 

beìrpeìran dalam peìngeìmbangan dan peìneìrapan Alteìrnatiìveì Diìsputeì 

Reìsolutiìon (ADR) untuk peìnyeìleìsaiìan kasus keìceìlakaan lalu 

liìntas.20 

Dalam upaya meìnceìgah dan meìngurangiì keìceìlakaan lalu liìntas, 

poliìsiì lalu liìntas meìnghadapiì beìbeìrapa keìndala, seìpeìrtiì kurangnya 

sarana dan prasarana seìrta kurangnya keìsadaran hukum pada 

masyarakat.21 Oleìh kareìna iìtu, peìran poliìsiì lalu liìntas sangat peìntiìng 

dalam meìmastiìkan keìamanan dan keìteìrtiìban lalu liìntas. 

Meìnurut Wiìliìeìm Shakeìspeìareì status diìdeìfiìniìsiìkan seìbagaiì suatu 

peìriìngkat atau posiìsiì seìseìorang dalam suatu keìlompok dalam hubungan 

deìngan keìlompok laiìn, seìdangkan peìran adalah peìlaku yang diìharapkan 

dariì seìseìorang yang meìmpunyaiì suatu status, deìngan peìngeìrtiìan laiìn 

status adalah seìpeìrangkat keìwajiìban dan hak-hak teìrteìntu.22 

 

 
 
20 Aji Titin Roswitha Nurshanty,dkk, Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Polisi Lalu Lintas 

Dalam Pelaksanaan Alternative Dispute Resolution(ADR) Terhadap Penyelesaian Kasus 

Kecelakaan Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Collegium Studiosum Journal, vol.4, No.1, 

(2021), h.29. 
21 Ari Yoga Pasambuna,dkk, Analisis Peran Satuan Lalu Lintas Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Pelanggaran Batas Kecepatan Yang Menyebabkan Kecelakaan, Borneo Law Review, vol.6, 

No.1, h.114 
22 Wiliem Shakespeare, Sosiologi Hukum, (PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1991), 

h.118. 
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Meìnurut Soeìrjono Soeìkanto dalam bukunya ’’poliìsiì dan 

peìneìgakan hukum’’ seìbagaiìmana diìkutiìp Satjiìpto Raharjo, meìnjeìlaskan 

teìntang peìrsoalan peìran peìneìgak hukum seìbagaiì beìriìkut: ’’seìcara 

seìsiìologiìs seìtiìap peìneìgakan hukum baiìk yang beìrtugas diìbiìdang-biìdang 

keìhakiìman, keìjaksaan, keìpoliìsiìan, keìpeìngacaraan, dan peìmasyarakatan 

meìmpunyaiì keìdudukan (status) dan peìranan (roleì)’’, keìdudukan (sociìal) 

meìrupakan posiìsiì teìrteìntu dalam posiìsiì peìmasyarakatan yang mungkiìn 

tiìnggiì, seìdang-seìdang saja, atau reìndah keìdudukkan teìrseìbut seìbeìnarnya 

meìrupakan meìrupakan suatu wadah yang laiìnnya adalah hak-hak dan 

keìwajiìban-keìwajiìban teìrteìntu. Hak-hak dan keìwajiìban-keìwajiìban tadiì 

adalah meìrupakan suatu peìranan (roleì). Oleìh kareìna iìtu, seìseìorang yang 

meìmpunyaiì keìdudukkan teìrteìntu, laziìmnya diìnamakan peìmeìgang peìran 

(roleì accupant).23 Suatu hak seìbeìnarnya meìrupakan weìweìnang untuk 

beìrbuat atau tiìdak beìrbuat, seìdangkan keìwajiìban adalah beìban tugas 

suatu peìranan teìrteìntu dapat diìjabarkan keìdalam unsur-unsur seìbagaiì 

beìriìkut:  

1) Peìranan yang iìdeìal (iìdeìal roleì);  

2) Peìranan yang seìharusnya (eìxpeìcteìd roleì);  

3) Peìranan yang diìanggap oleìh diìriì seìndiìriì (peìrceìiìveìd roleì);  

4) Peìranan yang seìbeìnarnya diìlakukan (actual roleì). 

 

 
23Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum di Indonesia, (Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 

1989), h.36 
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2. Penegakan Hukum 

a. Pengertian 

Pada dasaranya hukum beìriìsiìkan peìtunjuk-peìtunjuk dalam hiìdup 

atau peìriìntah dan larangan yang meìngatur tata teìrtiìb dalam seìbuah 

masyarakat yang seìharusnya diìtaatiì apabiìla diìlanggar dapat 

meìniìmbulkan tiìndakan dariì piìhak peìmeìriìntah dan masyarakat.24 

Peìneìgakan hukum adalah proseìs diìlakukannya upaya untuk 

teìgaknya atau beìrfungsiìnya norma-norma hukum seìcara nyata seìbagaiì 

peìdoman peìriìlaku dalam lalu liìntas atau hubungan-hubungan hukum 

dalam keìhiìdupan beìrmasyarakat dan beìrneìgara.25  

Diìtiìnjau dariì sudut subjeìknya, peìneìgakan hukum iìtu dapat 

diìlakukan oleìh subjeìk yang luas dan dapat pula diìartiìkan seìbagaiì upaya 

peìneìgakan hukum oleìh subjeìk dalam artiì yang teìrbatas atau seìmpiìt. 

Dalam artiì luas, proseìs peìneìgakan hukum iìtu meìliìbatkan seìmua subjeìk 

hukum dalam seìtiìap hubungan hukum. Siìapa saja yang meìnjalankan 

aturan normatiìf atau meìlakukan seìsuatu atau tiìdak meìlakukan seìsuatu 

deìngan meìndasarkan diìriì pada norma aturan hukum yang beìrlaku, 

beìrartiì diìa meìnjalankan atau meìneìgakkan aturan hukum. 

 

 

 
24 Abu Samah, Kajian Negara Hukum dan Demokrasi Praktik dalam Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, (Rajawali Pers Divisi Perguruan Tinggi, PT Rajagrafindo, 2024), h.2 
25 Pada dasarnya hukum itu ada atau terdapat pada seluruh dunia, ketika ada masyarakat 

manusia( ubi societas ibi ius,dimana ada masyarakat disitu ada hukum). Lihat Abu Samah, Kajian 

Hukum Kebijakan Publik di Indonesia, (Rajawali Pers Divisi Perguruan Tinggi, PT Rajagrafindo 

Persada, Depok, 2023), h.2 



16 

 

 

Dalam artiì seìmpiìt, dariì seìgiì subjeìknya iìtu, peìneìgakan hukum iìtu 

hanya diìartiìkan seìbagaiì upaya aparatur peìneìgakan hukum teìrteìntu untuk 

meìnjamiìn dan meìmastiìkan bahwa suatu aturan hukum beìrjalan 

seìbagaiìmana seìharusnya. Dalam meìmastiìkan teìgaknya hukum iìtu, 

apabiìla diìpeìrlukan, aparatur peìneìgak hukum iìtu diìpeìrkeìnankan untuk 

meìnggunakan daya paksa.26 

Peìngeìrtiìan peìneìgakan hukum iìtu dapat pula diìtiìnjau dariì sudut 

objeìknya, yaiìtu dariì seìgiì hukumnya. Dalam hal iìniì, peìngeìrtiìannya juga 

meìncakup makna yang luas dan seìmpiìt. Dalam artiì luas, peìneìgakan 

hukum iìtu meìncakup pula niìlaiì-niìlaiì keìadiìlan yang teìrkandung diì 

dalamnya bunyiì aturan formal maupun niìlaiì-niìlaiì keìadiìlan yang hiìdup 

dalam masyarakat. Teìtapiì, dalam artiì seìmpiìt, peìneìgakan hukum iìtu 

hanya meìnyangkut peìneìgakan peìraturan yang formal dan teìrtuliìs saja. 

Kareìna iìtu, peìneìrjeìmahan peìrkataan ‘law eìnforceìmeìnt’ keì dalam bahasa 

Iìndoneìsiìa dalam meìnggunakan peìrkataan ‘peìneìgakan hukum’ dalam artiì 

luas dan dapat pula diìgunakan iìstiìlah ‘peìneìgakan peìraturan’ dalam artiì 

seìmpiìt.  

 

 

 

 

 
26https://www.academia.edu/Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH./ Penegakan Hukum. h 1. 

Diakses pada 4 juni 2024 
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Peìmbeìdaan antara formaliìtas aturan hukum yang teìrtuliìs deìngan 

cakupan niìlaiì keìadiìlan yang diìkandungnya iìniì bahkan juga tiìmbul dalam 

bahasa Iìnggriìs seìndiìriì deìngan diìkeìmbangkannya iìstiìlah ‘theì ruleì of 

law’27 veìrsus ‘theì ruleì of just law’ atau dalam iìstiìlah ‘theì ruleì of law and 

not of man’ veìrsus iìstiìlah ‘theì ruleì by law’ yang beìrartiì ‘theì ruleì of man 

by law’. Dalam iìstiìlah ‘theì ruleì of law’ teìrkandung makna peìmeìriìntahan 

oleìh hukum, teìtapiì bukan dalam artiìnya yang formal, meìlaiìnkan 

meìncakup pula niìlaiì-niìlaiì keìadiìlan yang teìrkandung diì dalamnya. 

Kareìna iìtu, diìgunakan iìstiìlah ‘theì ruleì of just law’. Dalam iìstiìlah ‘theì 

ruleì of law and not of man’ diìmaksudkan untuk meìneìgaskan bahwa pada 

hakiìkatnya peìmeìriìntahan suatu neìgara hukum modeìrn iìtu diìlakukan 

oleìh hukum, bukan oleìh orang. Iìstiìlah seìbaliìknya adalah ‘theì ruleì by 

law’ yang diìmaksudkan seìbagaiì peìmeìriìntahan oleìh orang yang 

meìnggunakan hukum seìkeìdar seìbagaiì alat keìkuasaan beìlaka.28 

b. Aparatur Penegak Hukum 

1) Polisi Resort (Polres) Bengkalis 

Seìsuaiì deìngan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1999 dan 

Undang–Undang No 53 Tahun 1999, Kabupateìn Beìngkaliìs teìlah diì 

meìkarkan meìnjadiì 4 (eìmpat) wiìlayah Kabupateìn / Kota yaiìtu 

Kabupateìn Beìngkaliìs (Kabupateìn Iìnduk), Kota Dumaiì, Kabupateìn 

Siìak dan Kabupateìn Rokan Hiìliìr. 

 
27 Istilah the rule of law mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn 

Dicey pada tahun 1885 dengan judul buku introduction to the study of law constitution. Lihat Abu 

Samah dan Ali B Embi, Hukum Tata Negara, (Cahaya Firdaus Publishing and Printing, 2022), h.30 
28Ibid 
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Walaupun wiìlayah peìmeìriìntahan sudah diìmeìkarkan, namun 

Keìpoliìsiìan Reìsort Beìngkaliìs yang beìrkeìdudukan diì Dumaiì 

meìmpunyaiì tugas dan tanggung jawab diì 4 (eìmpat) wiìlayah 

Peìmeìriìntahan teìrseìbut.29 

Seìjak akhiìr tahun 1998 pada masa reìformasiì seìhiìngga 

teìrjadiìlah beìrbagaiì tiìndak keìkeìrasan, peìmbakaran, peìnjarahan, 

preìmaniìsmeì yang meìrajaleìla yang teìrjadiì diì beìrbagaiì teìmpat diì 

wiìlayah hukum Polreìs Beìngkaliìs. Polreìs Beìngkaliìs yang 

beìrkeìdudukan diì Dumaiì agak keìwalahan untuk meìngeìndaliìkan 4 ( 

eìmpat ) wiìlayah Kabupateìn / Kota yang sangat luas deìngan kondiìsiì 

geìografiìs yang suliìt. Bupatiì / Waliìkota meìngusulkan keìpada Polriì 

untuk seìgeìra meìmbeìntuk Polreìs diì Seìtiìap Wiìlayah Kabupateìn/ Kota. 

Hal iìniì diìtanggapiì deìngan seìriìus oleìh Piìmpiìnan Polriì, yaiìtu deìngan 

keìluarnya Surat Keìputusan Kapolriì No.Pol : Skeìp / 48 / IìX / 2002 

tanggal 23 Seìpteìmbeìr 2002 teìntang peìmbeìntukan Polreìs Beìngkaliìs 

yang beìrkeìdudukan diì Beìngkaliìs. Deìngan Surat Peìriìntah Kapolda 

Riìau No.Pol : Spriìn / 250 / X / 2002 tanggal 11 Oktobeìr 2002 AKBP 

Drs. Slameìt Riìyanto SH diìlantiìk seìbagaiì Kapolreìs Beìngkaliìs pada 

tanggal 14 Oktobeìr 2002 AKBP Drs. Slameìt Riìyanto, SH diìtunjuk 

untuk meìlaksanakan tugas seìbagaiì Peìmangku Seìmeìntara Jabatan 

Kapolreìs Beìngkaliìs Polda Riìau, sambiìl meìnunggu keìputusan leìbiìh 

lanjut oleìh Kapolriì. 

 
29Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1999 dan Undang–Undang No 53 Tahun 1999 
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Meìngiìngat luas wiìlayah, kondiìsiì geìografiìs, deìmografiìs dan 

gangguan kamtiìbmas, maka Polreìs Beìngkaliìs meìngajukan untuk 

peìnambahan 3 ( tiìga ) Polseìk peìrsiìapan, yaiìtu :a) Polseìk peìrsiìapan 

Piìnggiìr deìngan Surat Keìputusan Kapolda Riìau No.Pol : Skeìp / 191 

/ VIìIìIì / 2004 Tanggal 31 Agustus 2004b) Polseìk peìrsiìapan Rangsang 

deìngan Surat Keìputusan Kapolda Riìau No.Pol : Skeìp / 192 / VIìIìIì / 

2004 Tanggal 31 Agustus 2004c) Polseìk peìrsiìapan Bantan deìngan 

Surat Keìputusan Kapolda Riìau No.Pol : Skeìp / 193 / VIìIìIì / 2004 

Tanggal 31 Agustus 2004.  

Meìngiìngat kondiìsiì geìografiìs yang sangat luas, teìrdiìriì dariì 

peìraiìran dan daratan seìrta beìrbatasan langsung deìngan Neìgara 

teìtangga Malaysiìa dan seìcara deìmografiì jumlah peìnduduk cukup 

beìsar dan heìteìrogeìn seìrta angka kriìmiìnaliìtasnya cukup tiìnggiì baiìk 

seìcara kuantiìtas maupun kualiìtasnya maka Polreìs Beìngkaliìs 

meìngusulkan peìrubahan status Polreìs dariì typeì B-2 meìnjadiì typeì B-

1, deìngan konseìkueìnsiì jumlah peìrsoniìl, peìralatan dan struktur 

jabatan yang diìseìsuaiìkan. Deìngan Surat Keìputusan Kapolriì No.Pol 

: Keìp / 8 / IìIì / 2003 tanggal 6 Feìbruariì 2003 teìntang peìneìntuan typeì 

organiìsasiì Polriì. Polreìs Beìngkaliìs diìnaiìkkan statusnya dariì typeì B-2 

meìnjadiì Polreìs typeì B-1. 
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2) Keselamatan Lalu Lintas 

a) Pengertian 

Keìseìlamatan lalu liìntas dan angkutan jalan adalah suatu 

keìadaan teìrhiìndarnya seìtiìap orang dariì reìsiìko keìceìlakaan seìlama 

beìrlalu liìntas yang diìseìbabkan oleìh manusiìa, keìndaraan, jalan, 

dan/atau liìngkungan. Lalu liìntas dan angkutan jalan adalah 

satuan keìsatuan siìsteìm yang teìrdiìriì atas lalu liìntas, angkutan 

jalan, jariìngan lalu liìntas dan angkutan jalan, prasarana lalu 

liìntas dan angkutan jalan, peìngeìmudiì, peìngguna jalan, seìrta 

peìngeìlolahannya.  

Peìngawasan teìrhadap peìlaksanaan program keìamanan 

dan keìseìlamatan lalu liìntas dan angkutan jalan meìliìputiì Audiìt, 

Iìnspeìksiì, seìrta peìngamatan dan peìmantauan. Artiì seìlamat dapat 

juga beìrartiì suatu keìadaan yang aman seìrta teìrhiìndar dan 

teìrliìndungiì seìcara fiìsiìk, sosiìal, peìkeìrjaan atau beìrbagaiì 

konseìkueìnsiì laiìn dariì keìgagalan, keìrusakan, keìsalahan, 

keìceìlakaan, keìrugiìan atau beìrbagaiì keìjadiìan laiìn yang 

diìiìngiìnkan. Keìteìntuan dalam Pasal 205 dan Pasal 207 Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 Teìntang Lalu Liìntas dan 

Angkutan Jalan meìnyeìbutkan hal teìrseìbut dan meìnyeìbutkan 

untuk diìatur dan diìlaksanakan deìngan Peìraturan Peìmeìriìntah 

Nomor 37 Tahun 2017 Teìntang Keìseìlamatan Lalu Liìntas dan 

Angkutan Jalan.    
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Keìseìlamatan lalu liìntas diì Iìndoneìsiìa meìrupakan 

peìrsoalan yang masiìh meìmpriìhatiìnkan. Hal iìniì diìdasariì oleìh 

fakta diìmana masiìh tiìnggiìnya tiìngkat keìceìlakaan yang teìrjadiì diì 

jalan raya. Peìnyeìbab teìrjadiìnya keìceìlakaan dapat diìpeìngaruhiì 

oleìh banyak faktor yang saliìng teìrkaiìt dan meìnjadiì seìbab dan 

akiìbat yang meìmiìcu teìrjadiìnya keìceìlakaan. Peìnciìptaan 

keìseìlamatan transportasiì jalan bagiì seìluruh lapiìsan masyarakat 

peìngguna jalan teìntu peìrlu meìliìbatkan seìluruh komponeìn 

peìngguna jalan, seìmua peìngguna jalan beìrkeìwajiìban iìkut saliìng 

meìnjaga dalam beìrlalu liìntas agar seìmua orang dapat seìlamat 

sampaiì tujuan peìrjalanan. 

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 teìntang 

Lalu Liìntas Angkutan Jalan dan Peìraturan Meìnteìriì Peìrhubungan 

Nomor  26 Tahun 2015 Teìntang Standar Keìseìlamatan Lalu 

Liìntas dan Angkutan Jalan meìnjeìlaskan bahwa “Keìseìlamatan 

lalu liìntas dan angkutan jalan meìrupakan suatu keìadaan 

teìrhiìndarnya seìtiìap orang dariì reìsiìko keìceìlakaan seìlama beìrlalu 

liìntas yang diìseìbabkan oleìh keìndaraan, jalan, dan/atau 

liìngkungan. Seìcara umum keìseìlamatan lalu liìntas sangat 

diìteìntukan oleìh 3 hal yakniì : 

1) Peìngeìndara keìndaraan beìrmotor 

2) Keìndaraan yang diìpakaiì 

3) Kondiìsiì jalan dan liìngkungan seìkiìtar jalan. 
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Hal yang sama juga diìkeìmukakan oleìh Road and 

Transport AuthoriìtyNSW, bahwa komponeìn keìseìlamatan diì 

jalan adalah peìngguna jalan atau faktor peìriìlaku, faktor 

keìndaraan, faktor jalan dan liìngkungan seìkiìtar seìkiìtar jalan. 

Keìseìlamatan lalu liìntas adalah suatu beìntuk usaha atau 

cara untuk meìnceìgah teìrjadiìnya keìceìlakaan yang beìrupa 

keìamanan, keìnyamanan, dan peìreìkonomiìan dalam 

meìmiìndahkan muatan (orang maupun barang/heìwan) deìngan 

meìnggunakan alat angkut teìrteìntu meìlaluiì meìdiìa atau liìntasan 

teìrteìntu dariì lokasiì/teìmpat asal sampaiì keì lokasiì/teìmpat tujuan 

peìrjalanan.30 Keìseìlamatan lalu liìntas meìrupakan suatu program 

untuk meìnurunkan angka keìceìlakaan beìseìrta seìluruh akiìbatnya, 

kareìna keìceìlakaan meìngakiìbatkan keìrugiìan teìrhadap keìluarga 

korban keìceìlakaan.  Faktor lalu liìntas meìnyangkut beìsar 

keìciìlnya arus lalu liìntas, keìceìpatan dan komposiìsiì jeìniìs 

keìndaraan seìmakiìn beìragam, maka poteìnsiì teìrjadiì keìceìlakaan 

seìmakiìn beìsar. Dariì buku peìdoman keìseìlamatan lalu liìntas 

angkutan jalan yang diìkeìluarkan ADB [3] (Asiìan Deìveìlopmeìnt 

Bank) beìrsama deìngan Diìreìktorat Jeìndeìral Peìrhubungan Darat 

ada 3 (tiìga) tahapan peìndeìkatan iìnteìrveìnsiì peìniìngkatan 

keìseìlamatan jalan, yaiìtu : 

 
30Rudatin Ruktiningsih, Analisis Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Kota Semarang, G-

Smart Vol.1. No.1.( 2017). h.3 
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1) Tahap 1 

Meìmbangkiìtkan keìpeìduliìan, hal iìniì meìrupakan salah 

satu peìrmasalahan yang cukup meìmpriìhatiìnkan diì Iìndoneìsiìa 

seìhiìngga peìrlu peìrhatiìan yang tiìnggiì untuk meìniìngkatkan 

keìpeìduliìan masyarakat teìrhadap peìntiìngnya keìseìlamatan 

dalam beìrlalu liìntas yang dapat diìlakukan meìlaluiì meìnyeìbar 

luaskan dampak keìceìlakaan, angka keìceìlakaan keìpada para 

peìngambiìl keìputusan untuk meìnggugah meìreìka seìpeìrtiì 

Deìwan Peìrwakiìlan Rakyat baiìk nasiìonal maupun tiìngkat 

daeìrah, Peìjabat Peìmeìriìntah Pusat maupun Peìmeìriìntah 

Daeìrah . Langkah laiìn yang peìrlu diìlakukan pada tahapan iìniì 

adalah iìdeìntiìfiìkasiì dariì peìrmasalahan keìseìlamatan lalu liìntas 

teìrmasuk meìniìnjau keìmbaliì program yang teìlah dan seìdang 

diìlaksanakan. 

2) Tahap 2 

Reìncana aksiì priìoriìtas, seìteìlah meìngeìnaliì 

peìrmasalahan yang diìteìmukan dalam tahap 1 maka langkah 

seìlanjutnya adalah meìrumuskan program priìoriìtas yang 

peìrlu seìgeìra diìlaksanakan, apakah meìrumuskan keìmbaliì 

peìraturan peìrundangan untuk meìniìngkatkan keìseìlamatan, 

meìnyeìmpurnakan organiìsasiì yang meìnanganiì peìrmasalahan 

keìceìlakaan dan peìrumusan program keìseìlamatan diìseìrtaiì 

deìngan langkah untuk meìlakukan peìneìrtiìban teìrhadap angka 

peìlanggaran lalu liìntas. 
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Hal iìniì peìntiìng meìngiìngat bahwa seìbagiìan beìsar keìceìlakaan 

yang teìrjadiì diìdahuluiì oleìh peìlanggaran keìteìntuan/aturan 

lalu liìntas. 

3) Tahap 3 

Program 5 tahun untuk keìseìlamatan jalan, langkah 

strateìgiìs leìbiìh lanjut adalah meìnyusun program keìseìlamatan 

yang leìbiìh makro untuk meìnurunkan angka keìceìlakaan 

seìcara nyata, miìsalnya deìngan meìrubah undang-undang 

seìpeìrtiì yang teìlah diìlaksanakan deìngan teìlah teìrbiìtnya 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 teìntang Lalu Liìntas 

dan Angkutan Jalan, yang masiìh harus diìtiìndaklanjutiì 

deìngan peìrumusan peìraturan peìlaksanaannya seìpeìrtiì 

miìsalnya peìraturan peìlaksanaan yang beìrkaiìtan deìngan 

peìneìrapan peìneìgakan hukum eìleìktroniìk.  

Langkah laiìn yang peìrlu diìlaksanakan dalam program 

5 tahun adalah iìdeìntiìfiìkasiì dan analiìsiìs black spot lokasiì 

yang rawan keìceìlakaan dan diìlanjutkan audiìt keìseìlamatan, 

untuk keìmudiìan diìlakukan langkah peìrbaiìkan. 
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3) Lalu Lintas 

a) Pengertian 

Peìngeìrtiìan lalu liìntas meìnurut Pasal 1 Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Teìntang Lalu Liìntas dan Angkutan Jalan 

diìdeìfiìniìsiìkan seìbagaiì geìrak keìndaraan dan orang diì ruang lalu 

liìntas jalan, seìbagaiì prasarana yang diìpeìruntukkan bagiì geìrak 

piìndah keìndaraan, orang, dan/atau barang yang beìrupa jalan 

deìngan fasiìliìtas peìndukungnya.31 

Meìnurut Muhammad Aliì, lalu liìntas adalah beìrjalan, 

bolak baliìk, peìrjalanan diì jalan. Ramdlon Naniìng juga 

meìnguraiìkan peìngeìrtiìan teìntang lalu liìntas yaiìtu geìrak piìndah 

manusiìa deìngan atau tanpa alat peìnggeìrak dariì satu teìmpat keì 

teìmpat laiìn. Seìdangkan meìnurut Poeìrwodarmiìnto bahwa lalu 

liìntas adalah Peìrjalanan bolakbaliìk;Peìriìhal peìrjalanan diì jalan 

dan seìbagaiìnya; Beìrhubungan antara seìbuah teìmpat.32 

Lalu liìntas adalah salah satu sarana transportasiì 

masyarakat yang meìnunjang peìranan viìtal dalam meìmpeìlancar 

peìmbangunan yang diìlakukan. Peìrkeìmbangan lalu liìntas iìtu 

seìndiìriì dapat meìmbeìriì peìngaruh baiìk peìngaruh posiìtiìf dan 

peìngaruh neìgatiìf bagiì keìhiìdupan masyarakat. 

 

 
31 Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan pasal 1. 
32 Rahayu Nurfauziah,dkk, Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Remaja Ditinjau Dari 

Perspektif Konstruksi Sosial, Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, Vol. 3 No. 1 Tahun (2022), h.77. 
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Masalah siìkap beìrlalu liìntas sudah meìrupakan suatu 

feìnomeìna yang umum teìrjadiì diì kota-kota beìsar diì neìgara yang 

seìdang beìrkeìmbang. Peìrtambahan jumlah keìndaraan yang leìbiìh 

ceìpat diìbandiìng deìngan peìrtambahan prasarana jalan 

meìngakiìbatkan beìrbagaiì masalah lalu liìntas, contohnya 

keìmaceìtan dan keìceìlakaan.33 

Beìrdasarkan Panduan Praktiìs Beìrlalu Liìntas (2009), Lalu 

Liìntas dan Angkutan Jalan diìseìleìnggarakan deìngan tujuan:34 

(1) Teìrwujudnya peìlayanan Lalu Liìntas dan angkutan jalan yang 

aman, seìlamat, teìrtiìb, lancar, dan teìrpadu deìngan moda 

angkutan laiìn untuk meìndorong peìreìkonomiìan nasiìonal, 

meìmajukan keìseìjahteìraan umum, meìmpeìrkukuh peìrsatuan 

dan keìsatuan bangasa, seìrta mampu meìnjunjung tiìnggiì 

martabat bangsa. 

(2) Teìrwujudnya eìtiìka beìrlalu liìntas dan budaya bangsa. 

(3) Teìrwujudnya peìneìgakan hukum dan keìpastiìan hukum bagiì 

masyarakat. 

 

 

 

 
33 Ibid. 
34 Nirmala Sari,dkk, Tinjauan Yuridis Penerapan Sanksi Pidana pada Kecelakaan Lalu 

Lintas Yang Menyebabkan Korban Jiwa Menurut Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, Vol 4 No 

2 Tahun (2022), h.289. 
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Dapat diìsiìmpulkan bahwa lalu liìntas adalah seìtiìap hal 

yang meìmiìliìkiì kaiìtannya dalam meìnggunakan sarana diì ruang 

lalu liìntas jalan seìbagaiì suatu sarana utama untuk tujuan yang 

iìngiìn diìcapaiì. Meìnyadariì peìranan transportasiì, maka lalu liìntas 

diìtata dalam siìsteìm transportasiì nasiìonal seìcara teìrpadu dan 

mampu meìwujudkan teìrseìdiìanya jasa transportasiì yang seìrasiì 

deìngan tiìngkat keìbutuhan lalu liìntas yang teìrtiìb, seìlamat, aman, 

nyaman, ceìpat, teìratur, lancar dan deìngan biìaya yang teìrjangkau 

oleìh masyarakat.  

Peìngeìrtiìan dan deìfiìniìsiì-deìfiìniìsiì diìatas dapat diìsiìmpulkan 

bahwa lalu liìntas dalam artiì luas adalah seìtiìap hal yang 

beìrhubungan deìngan sarana jalan umum seìbagaiì sarana utama 

untuk tujuan yang iìngiìn diìcapaiì. Seìlaiìn dapat diìtariìk keìsiìmpulan 

juga peìngeìrtiìan lalu liìntas dalam artiì seìmpiìt yaiìtu hubungan 

antar manusiìa deìngan atau tanpa diìseìrtaiì alat peìnggeìrak dariì satu 

teìmpat keì teìmpat laiìn deìngan meìnggunakan jalan seìbagaiì ruang 

geìraknya.35 

Beìrdasarkan peìngeìrtiìan dan deìfiìniìsiì-deìfiìniìsiì diì atas 

dapat diìartiìkan bahwa lalu liìntas iìalah seìtiìap hal yang 

beìrhubungan deìngan sarana jalan umum seìbagaiì sarana utama 

untuk tujuan yang iìngiìn diìcapaiì.  

 

 
35 Ibid. h.290 
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Lalu liìntas juga dapat diìartiìkan seìbagaiì hubungan antara 

manusiìa deìngan atau tanpa diìseìrtaiì alat peìnggeìrak dariì suatu 

teìmpat keì teìmpat laiìn deìngan meìnggunakan jalan seìbagaiì ruang 

geìraknya. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Peìneìliìtiìan deìngan judul “Peìran Preìveìntiìf Polreìs Beìngkaliìs Dalam 

Meìnciìptakan Keìseìlamatan Lalu Liìntas Beìrdasarkan Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 2009 Teìntang Lalu Liìntas dan Angkutan Jalan (Studiì Kasus Polreìs 

Beìngkaliìs)” meìrupakan karya asliì dan bukan meìrupakan plagiìasiì. Maka dariì iìtu 

peìnuliìs meìncantumkan peìneìliìtiìan teìrdahulu yang meìmiìliìkiì koreìlasiì deìngan 

peìneìliìtiìan yang heìndak peìnuliìs teìliìtiì, yaiìtu seìbagaiì beìriìkut: 

1. Nurhiìdayat Saputra, (2020) KEìSADARAN HUKUM DRIìVEìR OJEìK 

ONLIìNEì (GRAB) DALAM BEìRLALU LIìNTAS BEìRDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TEìNTANG LALU 

LIìNTAS DAN ANGKUTAN JALAN (Studiì Kasus Diì Keìcamatan 

Tampan). Peìneìliìtiìan iìniì meìmbahas teìntang adanya driìveìr ojeìk onliìneì yang 

dalam beìrlalu liìntas kurang meìmpeìrhatiìkan keìseìlamatan dalam beìrkeìndara. 

Jeìniìs peìneìliìtiìan yang diìgunakan yaiìtu yuriìdiìs sosiìologiìs. Rumusan masalah 

nya adalah Bagaiìmana keìsadaran hukum driìveìr ojeìk onliìneì (Grabbiìkeì) 

dalam beìrlalu liìntas diì Keìcamatan Tampan? dan Apa peìnyeìbab kurangnya 

keìsadaran hukum driìveìr ojeìk onliìneì (Grab) dalam beìrlalu liìntas diì 

keìcamatan tampan beìrdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 

Teìntang Lalu Liìntas dan Angkutan Jalan?36 

 

 

 
36Nurhidayat Saputra, “Kesadaran Hukum Driver Ojek Online (Grab) Dalam Berlalu 

Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan”, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020). 
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Seìdangkan dalam peìneìliìtiìan saya meìmbahas teìntang peìran preìveìntiìf 

keìpoliìsiìan dalam meìnciìptakan keìseìlamatan lalu liìntas, jeìniìs peìneìliìtiìan yang 

saya gunakan yaiìtu peìneìliìtiìan hukum sosiìologiìs. 

2. M. Faiìsal Ashariì, (2023) PEìLANGGARAN MEìNEìROBOS TRAFFIìC 

LIìGHT DIì KOTA PEìKANBARU BEìRDASARKAN UNDANG- 

UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TEìNTANG LALU LIìNTAS DAN 

ANGKUTAN JALAN. 

Peìneìliìtiìan pada skriìpsiì iìniì beìrtujuan untuk meìngeìtahuiì peìlanggaran traffiìc 

liìght diì peìkanbaru beìrdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 

teìntang lalu liìntas dan angkutan jalan. Untuk meìngeìtahuiì faktor apa saja 

yang meìnyeìbabkan peìlanggaran meìneìrobos traffiìc liìght diìkota peìkanbaru 

beìrdasarkan undang-undang tahun 2009 teìntang lalu liìntas dan angkutan 

jalan.37 Teìrdapat peìrbeìdaan deìngan peìneìliìtiìan saya, yaiìtu pada skriìpsiì 

teìrseìbut meìmbahas teìntang peìlanggaran lampu lalu liìntas oleìh peìngguna 

jalan diì kota Peìkanbaru, seìdangkan peìneìliìtiìan saya meìmbahas teìntang 

bagaiìmana peìran keìpoliìsan dalam meìnciìptakan keìseìlamatan lalu liìntas, dan 

studiì kasus pada peìneìliìtiìan saya diì polreìs beìngkaliìs.

 
37M. Faisal Ashari, “Pelanggaran Menerobos Traffic Light Di Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”, 

(Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Meìtodeì peìneìliìtiìan meìrupakan strateìgiì umum yang diìgunakan dalam 

peìngumpulan dan analiìsiìs data deìngan tujuan dan keìgunaan teìrteìntu. “Meìtodeì 

diìartiìkan seìbagaiì suatu cara atau teìkniìs yang diìlakukan dalam proseìs peìneìliìtiìan. 

Seìdangkan peìneìliìtiìan diìartiìkan seìbagaiì upaya dalam biìdang iìlmu peìngeìtahuan 

untuk meìmpeìroleìh fakta-fakta dan priìnsiìp-priìnsiìp deìngan sabar, hatiì-hatiì dan 

siìsteìmatiìs untuk meìwujudkan keìbeìnaran.38 

A. Jenis Penelitian  

Jeìniìs peìneìliìtiìan iìniì adalah peìneìliìtiìan hukum sosiìologiìs, yaiìtu deìngan 

cara meìlakukan surveìiì langsung keìlapangan untuk meìngumpulkan data priìmeìr 

dan data seìkundeìr yang diìhadapkan langsung dariì reìspondeìn meìlaluiì 

wawancara untuk diìjadiìkan data atau iìnformasiì seìbagaiì bahan dalam peìnuliìsan 

iìniì.39 Beìgiìtu pula deìngan tuntutan dariì kampus yang hanya seìbatas 

meìmbeìnturkan antara Das Solleìn dan Das Seìiìn, artiìnya bagaiìmana iìdeìaliìtas 

deìngan reìaliìtas. Peìneìliìtiìan iìniì meìnggunakan peìneìliìtiìan yang beìrsiìfat deìskriìptiìf, 

yaiìtu deìngan meìmaparkan deìngan jeìlas teìntang hasiìl peìneìliìtiìan yang peìnuliìs 

dapatkan diì lapangan. 

 

 

 

 
38Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara,1995), h.24. 
39Amirudin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta,Putra 

Rajawalipers,2009), h.134 
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Jeìniìs peìneìliìtiìan iìniì meìnggunakan meìtodeì kualiìtatiìf yang meìmbutuhkan 

Populasiì dan Sampeìl karna jeìniìs peìneìliìtiìan iìniì meìneìkankan pada aspeìk 

peìmahaman suatu norma hukum yang teìrdapat diì dalam peìrundang-undangan 

seìrta norma-norma yang hiìdup dan beìrkeìmbang diì masyarakat. Peìneìliìtiìan 

kualiìtatiìf meìnggunakan liìngkungan yang meìnjadiì peìneìliìtiìannya seìbagaiì sumbeìr 

data. Maksudnya adalah data dan iìnformasiì lapangan diìtariìk makna dan 

konseìpnya meìlaluiì peìmaparan deìskriìptiìf analiìtiìk tanpa harus meìnggunakan 

angka, seìbab leìbiìh meìngutamakan proseìs teìrjadiìnya suatu peìriìstiìwa dalam 

siìtuasiì yang alamiì. Seìdangkan siìfat peìneìliìtiìan iìniì yaiìtu deìskriìptiìf yang 

meìnggambarkan fakta dan saliìng beìrhubungan deìngan peìrmasalahan yang akan 

diìteìliìtiì. 

B. Pendekatan Penelitian 

Peìndeìkatan yang diìgunakan dalam peìneìliìtiìan iìniì adalah peìndeìkatan 

sosiìologiì hukum. Peìndeìkatan sosiìologiì hukum meìrupakan peìndeìkatan yang 

meìnganaliìsiìs teìntang bagaiìmana reìaksiì dan iìnteìraksiì yang teìrjadiì keìtiìka siìsteìm 

norma iìtu beìkeìrja diì dalam masyarakat. Diì sampiìng iìtu, diìkeìnal juga peìndeìkatan 

sosiìologiì teìntang hukum. Peìndeìkatan iìniì diìkonstruksiìkan seìbagaiì seìsuatu 

peìriìlaku masyarakat yang ajeìk, teìrleìmbagakan seìrta meìndapatkan leìgiìtiìmasiì 

seìcara sosiìal.40 

 

 

 

 
40Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram Univesity Press: 2020, h.87. 
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C. Lokasi Penelitian 

Peìneìliìtiìan iìniì adalah peìneìliìtiìan lapangan yang beìrlokasiì diì Polreìs   

Beìngkaliìs yang teìrleìtak diì Jalan Antara, Wonosariì, Keìc. Beìngkaliìs, Kab. 

Beìngkaliìs, Riìau, Kodeì Pos 29712, Teìlp. (0765) 91110. 

Alasan peìneìliìtiì meìmiìliìh lokasiì peìneìliìtiìan iìniì kareìna masiìh tiìnggiìnya 

tiìngkat keìceìlakaan lalu liìntas diì jalan raya dan teìmpat tiìnggal peìneìliìtiì adalah diì 

Kabupateìn Beìngkaliìs yang meìmudahkan peìneìliìtiì dalam meìngambiìl data. 

 

D. Sumber Data 

1. Data Priìmeìr 

Data Priìmeìr yaiìtu data yang dapatkan langsung dariì reìspondeìn atau 

sumbeìr peìrtama baiìk dariì sampeìl maupun iìnformasiì-iìnformasiì yang beìlum 

diìolah beìrupa hasiìl wawancara, obseìrvasiì, keìpustakaan, dan dariì piìhak 

Polreìs Beìngkaliìs. 

2. Data Seìkundeìr 

Data seìkundeìr adalah data yang biìasanya teìlah teìrsusun dalam 

beìntuk dokumeìn-dokumeìn. Sumbeìr yang yang diìdapat dariì reìfeìreìnsiì-

reìfeìreìnsiì buku, iìnteìrneìt, dan hasiìl peìneìliìtiìan yang teìlah diìsusun meìnjadiì 

dokumeìn. Data seìkundeìr iìniì teìrdiìriì dariì 3 (tiìga) bahan hukum, yaiìtu: 

a. Bahan hukum Priìmeìr, meìrupakan bahan hukum yang utama, seìbagaiì 

bahan hukum yang beìrsiìfat autoriìfatiìf, yang bahan hukum yang 

meìmpunyaiì otoriìtas, bahan hukum priìmeìr meìliìputiì peìraturan 

peìrundang-undangan dan seìgala dokumeìn reìsmiì yang meìmbuat 

keìteìntuan. 
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b. Bahan hukum seìkundeìr, meìrupakan bahan hukum yang beìrsiìfat 

meìmbantu atau meìnunjang bahan hukum priìmeìr dalam peìneìliìtiìan yang 

akan meìmpeìrkuat peìnjeìlasan diì dalamnya. Bahan hukum seìkundeìr 

diìpeìroleìh deìngan cara studiì dokumeìn, meìmpeìlajariì peìrmasalahan dariì 

buku-buku, liìteìratur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan 

laiìnnya yang beìrkaiìtan deìngan mateìriì diìtambah lagiì deìngan keìgiìatan 

peìncariìan data meìnggunakan iìnteìrneìt.  

c. Bahan hukum teìrsiìeìr, meìrupakan bahan hukum yang.meìmbeìriìkan 

peìnjeìlasan tambahan atau dukungan data yang teìlah ada pada bahan 

hukum priìmeìr dan bahan seìkundeìr. Bahan hukum teìrsiìeìr yang 

diìgunakan adalah peìneìlusuran-peìneìlusuran diì iìnteìrneìt. 

3. Data Teìrtiìeìr 

Data teìrtiìeìr adalah bahan-bahan yang meìmbeìriìkan peìnjeìlasan 

teìrhadap bahan-bahan hukum priìmeìr dan seìkundeìr, yakniì Kamus Beìsar 

Bahasa Iìndoneìsiìa dan Kamus Hukum. 

E. Informan Penelitian 

Iìnforman dalam peìneìliìtiìan iìniì adalah para piìhak yang teìrliìbat seìcara 

langsung dalam peìlaksanaan peìneìliìtiìan yang peìneìliìtiì lakukan. Teìkniìk 

peìmiìliìhan iìnforman dalam peìneìliìtiìan iìniì adalah meìnggunakan random 

sampliìng. Random sampliìng adalah teìkniìk peìngambiìlan sampeìl diìmana seìmua 

iìndiìviìdu dalam populasiì baiìk seìcara seìndiìriì-seìndiìriì atau beìrsama-sama diìbeìriì 

keìseìmpatan yang sama untuk diìpiìliìh seìbagaiì anggota sampeìl. 
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Iìnforman peìneìliìtiìan adalah subjeìk yang meìmahamiì objeìk peìneìliìtiìan seìbagaiì 

peìlaku maupun orang laiìn yang meìmahamiì objeìk peìneìliìtiìan.41 

Populasiì dalam peìneìliìtiìan yang peìneìliìtiì lakukan iìalah masyarakat 

Kabupateìn Beìngkaliìs, seìdangkan sampeìl peìneìliìtiìan yang peìneìliìtiì piìliìh adalah 

beìbeìrapa masyarakat. Seìdangkan Iìnforman peìneìliìtiì yaiìtu KAUR BIìN OPS 

Satlantas Polreìs Beìngkaliìs Bapak Adeìliì dan URMIìN Satlantas Polreìs Beìngkaliìs 

Bapak Fathku Rohkiìm. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam meìngumpulkan data peìneìliìtiìan, peìneìliìtiì meìnggunakan beìbeìrapa 

teìkniìk peìngumpulan data. Dalam peìneìliìtiìan iìniì teìkniìk peìngumpulan data yang 

diìgunakan adalah: 

1. Obseìrvasiì 

Obseìrvasiì adalah keìgiìatan peìniìnjauan awal yang diìlakukan diì lokasiì 

peìneìliìtiìan deìngan peìncatatan, peìmotreìtan, dan peìreìkaman teìntang siìtuasiì 

dan kondiìsiì seìrta peìriìstiìwa hukum yang teìrjadiì.42 

2. Wawancara  

Wawancara diìmaksudkan untuk meìlakukan tanya jawab seìcara 

langsung antara peìneìliìtiì deìngan reìspondeìn atau narasumbeìr atau iìnforman 

untuk meìndapatkan iìnformasiì. 

 

 

 
41 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Kencana, 2007), h.26 
42 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram Univesity Press: 2020), h.90. 
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Wawancara adalah bagiìan peìntiìng dalam suatu peìneìliìtiìan hukum 

eìmpiìriìs. Kareìna tanpa wawancara, peìneìliìtiì akan keìhiìlangan iìnformasiì yang 

hanya diìpeìroleìh deìngan jalan beìrtanya seìcara langsung keìpada reìspondeìn, 

narasumbeìr atau iìnforman. Wawancara iìniì dapat meìnggunakan panduan 

daftar peìrtanyaan atau tanya jawab diìlakukan seìcara beìbas, yang peìntiìng 

peìneìliìtiì meìndapatkan data yang diìbutuhkan.43 

3. Dokumeìntasiì  

Teìkniìk peìngumpulan data meìlaluiì dokumeìntasiì meìrupakan 

peìleìngkap dariì peìnggunaan teìkniìk obseìrvasiì dan wawancara. Dokumeìntasiì 

adalah cara meìndapatkan data deìngan meìmpeìlajariì dan meìncatat iìsiì buku-

buku, arsiìp, atau dokumeìn, dan hal-hal yang teìrkaiìt deìngan peìneìliìtiìan.44 

G. Analisis Data 

Meìtodeì analiìsiìs data yang diìgunakan dalam peìneìliìtiìan iìniì adalah meìtodeì 

analiìsiìs deìskriìptiìf. Meìtodeì iìniì meìrupakan meìtodeì analiìsiìs data deìngan cara 

meìnggambarkan keìadaan atau status feìnomeìna deìngan kata-kata atau kaliìmat 

yang diìpiìsah-piìsah meìnurut kateìgoriì untuk meìmpeìroleìh keìsiìmpulan.45 

 

  

 

 

 
43 Ibid, h.95. 
44 A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, Makasar: Indobis 

Media Centre, 2003, h.106. 
45 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Rosdakarya, 2007, 

h.3-6 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Beìrdasarkan dariì hasiìl peìneìliìtiìan maka peìneìliìtiì meìngambiìl 

keìsiìmpulan  seìbagaiì beìriìkut: 

1. Peìran preìveìntiìf Polreìs Beìngkaliìs dalam meìnciìptakan keìseìlamatan lalu 

liìntas diì lakukan meìlaluiì beìbeìrapa upaya diì antaranya adalah meìlakukan 

hiìmbauan dan sosiìaliìsasiì mulaiì dariì peìndiìdiìkan dasar sampaiì 

masyarakat. Polreìs Beìngkaliìs juga rutiìn meìlaksanakan keìgiìatan patroliì 

agar teìrciìpta kondiìsiì lalu liìntas yang aman diì jalan raya. Polreìs 

Beìngkaliìs juga meìlakukan kolaborasiì deìngan beìrbagaiì iìnstansiì teìrkaiìt 

untuk meìniìngkatkan keìseìlamatan lalu liìntas diì jalan raya. Walaupun 

telah dilakukan upaya-upaya preventif tiìngkat keìceìlakaan dalam tiìga 

tahun teìrakhiìr meìngalamiì keìnaiìkan yaiìtu 95 kasus diì tahun 2021, 98 

kasus diì tahun 2022, dan 129 kasus diì tahun 2023. 

2. Keìndala Polreìs Beìngkaliìs dalam meìlaksanakan tiìndakan preìveìntiìf 

untuk meìnciìptakan keìseìlamatan lalu liìntas yaiìtu masiìh reìndahnya 

keìsadaran hukum masyarakat teìntang keìseìlamatan lalu liìntas. 

Keìmudiìan masiìh diìjumpaiì peìngeìndara yang masiìh diì bawah umur 

seìhiìngga dapat meìnyeìbabkan poteìnsiì laka lantas diì jalan raya. 

Keìmudian banyak ditemukan pelanggaran lalu lintas di jalan antara laiìn 

beìrbaliìk arah dan meìlawan arus, tiìdak mau diìbeìrheìntiìkan dan 

meìneìrobos peìtugas, serta tiìdak koopeìratiìf kepada petugas. 



54 

 

 

B. Saran 

Beìrdasarkan uraiìan diì atas, peìneìliìtiì meìrasa peìrlu ada saran seìbagaiì 

beìriìkut: 

1. Teìrkaiìt peìran preìveìntiìf dariì Polreìs Beìngkaliìs diì harapkan dapat teìrus 

meìlakukan iìnovasiì-iìnovasiì seìhiìngga eìfeìktiìf untuk meìneìkan angka 

keìceìlakaan yang teìrjadiì. 

2. Saran dariì peìneìliìtiì agar Polreìs Beìngkaliìs teìrus seìmangat dalam 

meìlaksanakan tugas seìrta teìtap profeìsiìonal dalam meìlaksanakan tugas 

supaya masyarakat teìrus peìrcaya teìrhadap iìnstansiì keìpoliìsiìan.
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https://www.acadeìmiìa.eìdu/Prof. Dr. Jiìmly Asshiìddiìqiìeì, SH./ Peìneìgakan Hukum. 

Diìakseìs pada 4 juniì 2024 
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